
 

 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR  52  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN 
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN PONOROGO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PONOROGO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup, 
maka perlu penyempurnaan layanan pada Dinas Lingkungan 
Hidup; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Perizinan di Bidang 
Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Ponorogo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 
2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta 
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan 
Hidup; 

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang 
Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Gubemur Jawa Timur  Nomor  30  Tahun  2011 
tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan  Upaya  
Peman tauan Lingkungan Hidup (UPL); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas,  Fungsi  dan  
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Ka bu pa te 
n Ponorogo Tahun 2016 Nomor 79); 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 
PONOROGO. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

2. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 
memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. 

3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup,yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

4. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat 
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta 
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

5. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ 
atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. 

 
 

BAB II 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN  

DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 
 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, melimpahkan sebagian kewenangan perizinan 
di bidang lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Ponorogo, yang jenisnya meliputi : 
a. Rekomendasi UKL-UPL; 
b. Izin Lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki 

rekomensasi UKL- UPL; 
c. Izin Pembuangan Air Limbah; dan 
d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengumpulan dan/atau penyimpanan 

sementara limbah B3 

(2) Penambahan dan/atau pengurangan kewenangan perizinan di bidang 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Bupati. 

 
Pasal 3 

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) meliputi penerimaan permohonan, pemrosesan, penerbitan, dan 
penandatanganan. 

(2) Selain penerimaan permohonan, pemrosesan, penerbitan, dan 
penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peran gkat Daerah 
terkait tetap menjalankan fungsi pembinaan, evaluasi dan pengawasan 
perizinan di bidang lingkungan hidup. 
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Pasal 4 

(1) Untuk Perizinan yang memerluan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah 
terkait, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Ponorogo. 

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 14 Juni 2017 

BUPATI PONOROGO, 

TTD 

H. IPONG MUCHLISSONI 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 14 Juni 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 52. 

Ponorogo,  30 JUN 2020 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAE A H 
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